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3NASIONAL
PAMER HARTA BERUJUNG PIDANA 

RAFAEL ALUN TERSANGKA 
KASUS GRATIFIKASI
Akhirnya 
penyidik Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi (KPK) 
menetapkan 
mantan pejabat 
Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) 
Kementerian 
Keuangan Rafael 
Alun Trisambodo 
sebagai tersangka 
kasus dugaan 

Jakarta, HanTer - “Jadi, 
ada dugaan pidana korup-
sinya telah kami temukan, 
terkait dengan dugaan 
korupsi penerimaan se-
suatu oleh pemeriksa pajak 
pada Ditjen Pajak Kemen-
keu tahun 2011-2023,” ujar 
Kepala Bagian Pemberitaan 
KPK Ali Fikri di Jakarta, 
Kamis (30/3/2023)

Ali menegaskan penyi-
dik KPK telah meningkat-
kan status kasus yang me-
libatkan Rafael ke tahap 
penyidikan dan menemu-
kan ada dua alat bukti du-
gaan korupsi.

“Kami temukan peris-
tiwa pidananya dan dari 
bukti permulaan yang cu-
kup dan kami juga temukan 
pihak yang bisa dipertang-
gungjawabkan secara hu-
kum,” jelas Ali.

ALI FIKRI

EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ

ISTIMEWA

ISTIMEWA

diterima Rafael tersebut, 
tambahnya, ialah dalam 
bentuk uang dan saat ini se-
dang ditelusuri oleh penyi-
dik KPK.

“Bentuknya uang, alo-
kasinya nanti akan didalami 
dalam proses penyidikan, 
yang penting dalam korupsi 
itu kan menerimanya dulu,” 
katanya.

Berawal dari 
Mobil Rubicon

Nama Rafael Alun Tri-
sambodo menjadi perhatian 
publik setelah putranya, 
Mario Dandy Satrio (MDS), 
menjadi tersangka atas ka-
sus penganiayaan terhadap 
Cristalino David Ozora yang 
merupakan anak seorang 
Pengurus Pusat Gerakan 
Pemuda Ansor Jonathan 

Latumahina.
Saat melakukan pen-

ganiayaan tersebut, Mario 
Dandy membawa mobil Ru-
bicon yang kemudian terku-
ak bahwa mobil mewah itu 
menunggak pajak.

Sebagai anak seorang 
pejabat pajak, Mario Dandy 
pun kerap pamer kemewa-
han di media sosial, sehin-
gga berakibat pada sorotan 

masyarakat soal harta ke-
kayaan ayahnya yang menca-
pai sekitar Rp56 miliar.

Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati kemudian 
mencopot Rafael Alun dari 
jabatannya sebagai kepala 
Bagian Umum Kantor Wi-
layah DJP Jakarta Selatan II 
guna mempermudah proses 
pemeriksaan harta kekayaan-
nya. Rafael Alun Trisambodo 
pun dipecat dari statusnya 
sebagai aparatus sipil negara 
(ASN) DJP Kemenkeu.

Inspektur Jenderal Ke-
menkeu Awan Nurmawan 
Nuh mengatakan Menkeu 
Sri Mulyani menyetujui pe-
mecatan Rafael tersebut. 
Pemecatan itu merupakan 
rekomendasi Inspektorat 
Jenderal Kemenkeu usai 
menemukan berbagai bukti 
dalam audit investigasi.

Ia menjelaskan temuan 
bukti yang menyebabkan 
RAT dipecat berasal dari tiga 
tim audit investigasi, yakni 
tim eksaminasi laporan harta 
kekayaan, tim penelusuran 
harta kekayaan yang belum 
dilaporkan, serta tim inves-
tigasi dugaan fraud. 

 Safari

Ali Fikri

Jadi, ada 
dugaan pidana 

korupsinya telah 
kami temukan, 
terkait dengan 
dugaan korupsi 

penerimaan 
sesuatu oleh 

pemeriksa pajak 
pada Ditjen Pajak 
Kemenkeu tahun 

2011-2023

Jakarta, HanTer -  Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menetapkan satu 
orang tersangka baru dan 
langsung ditahan atas 
perannya menyuap man-
tan Bupati Buru Selatan 
Tagop Sudarsono Soulisa 
(TSS) terkait pembangu-
nan proyek infrastruktur 
di Kabupaten Buru Selatan, 
Maluku.

“Tim penyidik menahan 
LST untuk 20 hari perta-
ma terhitung mulai tang-
gal 30 Maret 2023 sampai 
dengan 18 April 2023 di 
Rutan KPK pada Pomdam 
Jaya Guntur,” kata Direk-
tur Penyidikan KPK Asep 
Guntur di Jakarta, Kamis 
(30/3/2023)

KPK sebelumnya telah 
menetapkan tiga tersang-
ka dalam kasus tersebut, 
yakni mantan Bupati Kabu-
paten Buru Selatan Periode 
2011-2016 dan 2016-2021 
Tagop Sudarsono Soulisa 
(TSS), Direktur PT Vidi 
Citra Kencana Ivana Kwel-
ju (IK), dan pihak swasta 
Johny Rynhard Kasman 
(JRK).

Kasus tersebut berawal 
pada 2015, saat itu Peme-

rintah Kabupaten Buru 
Selatan mengumumkan 
adanya paket proyek peker-
jaan infrastruktur di Dinas 
Pekerjaan Umum dengan 
sumber anggaran dari Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Ta-
hun Anggaran 2015, salah 
satu di antaranya Pem-

bangunan Jalan Dalam 
Kota Namrole dengan nilai 
proyek Rp3 miliar.

Kemudian Tagop selaku 
Bupati Buru Selatan Perio-
de 2011-2016 diduga secara 
sepihak memerintahkan 
pejabat di Dinas PU untuk 
langsung menetapkan PT 

VCK milik Ivana Kwelju 
dan Liem Sin Tiong sebagai 
pemenang paket proyek pe-
kerjaan tersebut walaupun 
proses pengadaan belum 
dilaksanakan.

Selanjutnya pada Feb-
ruari 2015 sebelum lelang 
dilaksanakan, Ivana Kwelju 

bersama LST bersepakat 
mengirimkan uang sejum-
lah Rp200 juta sebagai tan-
da jadi untuk TSS melalui 
rekening bank milik JRK 
yang merupakan orang 
kepercayaan TSS dengan 
menuliskan keterangan 
pada slip pengiriman “DAK 

tambahan APBNP bursel”.
Selanjutnya pada se-

kitar bulan Agustus 2015 
dilaksanakan proses le-
lang sebagai formalitas 
dan menyatakan PT VCK 
sebagai pemenang lelang.

Masih pada bulan Agus-
tus 2015, Ivana Kwelju ber-

sama LST langsung menga-
jukan Surat Permohonan 
Pembayaran Uang Muka 
sebesar 20 persen dari nilai 
kontrak sejumlah sekitar 
Rp600 juta dan seketika itu 
dipenuhi PPK sebagaimana 
perintah awal TSS. 

 Zamzam

KPK Tahan Tersangka Penyuap Mantan Bupati Buru Selatan

Jakarta, HanTer - Wa-
kil Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Wa-
menkumham) RI Prof. 
Edward Omar Sharif Hia-
riej mengatakan Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) nasional 
baru berorientasi pada 
hukum pidana modern 
atau tidak menggunakan 
hukum pidana sebagai 
ajang balas dendam.

“KUHP nasional sudah 
berorientasi pada keadilan 
korektif, keadilan restora-
tif dan rehabilitatif,” kata 
Wamenkumham RI Prof. 
Edward Omar Sharif Hia-
riej di Padang, Kamis.

Hal tersebut disampai-
kan Wamenkumham saat 
menyosialisasikan KUHP 
nasional baru di Universi-
tas Negeri Padang (UNP).

Selain tidak lagi bero-
rientasi pada ajang balas 

dendam, Wamenkumham 
juga memaparkan visi 
KUHP terkait reintegrasi 
sosial. Artinya, KUHP yang 
disahkan pada 6 Desember 
2022 masih memberikan 
ruang kepada pelaku keja-
hatan untuk memperbaiki 
diri.

“Orang yang melaku-
kan kesalahan masih dibe-
rikan kesempatan kedua 
untuk bertobat dan tidak 
lagi melakukan tindakan 
pidana,” ujar dia.

Di hadapan civitas aca-
demica UNP, Prof. Eddy 
sapaan akrabnya, menye-
butkan lima misi yang 
diusung KUHP baru. Per-
tama, dekolonisasi atau 
berusaha melepaskan 
dan menghilangkan nu-
ansa kolonial sebagaimana 
yang terdapat di KUHP 
lama. 

 Sammy

KUHP Baru Tak Gunakan 
Hukum sebagai 
Ajang Balas Dendam
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korektif, keadilan restora-
tif dan rehabilitatif,” kata 
Wamenkumham RI Prof. 
Edward Omar Sharif Hia-
riej di Padang, Kamis.

Hal tersebut disampai-
kan Wamenkumham saat 
menyosialisasikan KUHP 
nasional baru di Universi-
tas Negeri Padang (UNP).

Selain tidak lagi bero-
rientasi pada ajang balas 

dendam, Wamenkumham 
juga memaparkan visi 
KUHP terkait reintegrasi 
sosial. Artinya, KUHP yang 
disahkan pada 6 Desember 
2022 masih memberikan 
ruang kepada pelaku keja-
hatan untuk memperbaiki 
diri.

“Orang yang melaku-
kan kesalahan masih dibe-
rikan kesempatan kedua 
untuk bertobat dan tidak 
lagi melakukan tindakan 
pidana,” ujar dia.

Di hadapan civitas aca-
demica UNP, Prof. Eddy 
sapaan akrabnya, menye-
butkan lima misi yang 
diusung KUHP baru. Per-
tama, dekolonisasi atau 
berusaha melepaskan 
dan menghilangkan nu-
ansa kolonial sebagaimana 
yang terdapat di KUHP 
lama. 

 Sammy

KUHP Baru Tak Gunakan 
Hukum sebagai 
Ajang Balas Dendam

Jakarta, HanTer—“Jadi, 
ada dugaan pidana korup-
sinya telah kami temukan, 
terkait dengan dugaan ko-
rupsi penerimaan sesuatu 
oleh pemeriksa pajak pada 
Ditjen Pajak Kemenkeu 
tahun 2011-2023,” ujar Ke-
pala Bagian Pemberitaan 
KPK Ali Fikri di Jakarta, 
Kamis (30/3/2023)

Ali menegaskan penyidik 
KPK telah meningkatkan 
status kasus yang melibatkan 
Rafael ke tahap penyidikan 
dan menemukan ada dua alat 
bukti dugaan korupsi.

“Kami temukan peristiwa 
pidananya dan dari bukti per-
mulaan yang cukup dan kami 
juga temukan pihak yang 
bisa dipertanggungjawabkan 
secara hukum,” jelas Ali. Du-

Rafael tersebut, tambahnya, 
ialah dalam bentuk uang dan 
saat ini sedang ditelusuri oleh 
penyidik KPK.

“Bentuknya uang, aloka-
sinya nanti akan didalami 
dalam proses penyidikan, 
yang penting dalam korupsi 
itu kan menerimanya dulu,” 
katanya. Berawal dari Mobil 
Rubicon

PAMER HARTA BERUJUNG PIDANA

RAFAEL ALUN TERSANGKA KASUS GRATIFIKASI

Nama Rafael Alun Tri-
sambodo menjadi perhatian 
publik setelah putranya, 
Mario Dandy Satrio (MDS), 
menjadi tersangka atas ka-
sus penganiayaan terhadap 
Cristalino David Ozora yang 

merupakan anak seorang 
Pengurus Pusat Gerakan 
Pemuda Ansor Jonathan 
Latumahina.

Saat melakukan peng-
aniayaan tersebut, Mario 
Dandy membawa mobil 
Rubicon yang kemudian ter-
kuak bahwa mobil mewah 
itu menunggak pajak.

Sebagai anak seorang 
pejabat pajak, Mario Dandy 
pun kerap pamer kemewah-
an di media sosial, sehingga 
berakibat pada sorotan ma-
syarakat soal harta kekaya-
an ayahnya yang mencapai 

sekitar Rp56 miliar.
Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati kemu-
dian mencopot Rafael Alun 
dari jabatannya sebagai ke-
pala Bagian Umum Kantor 
Wilayah DJP Jakarta Selat-
an II guna mempermudah 
proses pemeriksaan harta 
kekayaannya. Rafael Alun 
Trisambodo pun dipecat 
dari statusnya sebagai apa-
ratus sipil negara (ASN) DJP 
Kemenkeu.

Inspektur Jenderal Ke-
menkeu Awan Nurmawan 
Nuh mengatakan Menkeu 

Sri Mulyani menyetujui 
pemecatan Rafael tersebut. 
Pemecatan itu merupakan 
rekomendasi Inspektorat 
Jenderal Kemenkeu usai 
menemukan berbagai bukti 
dalam audit investigasi.

Ia menjelaskan temuan 
bukti yang menyebabkan 
RAT dipecat berasal dari tiga 
tim audit investigasi, yakni 
tim eksaminasi laporan harta 
kekayaan, tim penelusuran 
harta kekayaan yang belum 
dilaporkan, serta tim investi-
gasi dugaan fraud. 

 Safari

Akhirnya penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menetapkan mantan 
pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
Kementerian Keuangan Rafael Alun 
Trisambodo sebagai tersangka kasus 

KEPALA Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri
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PT Pan Brothers Tbk
Direksi

Catatan:
1.  Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Pan Brothers Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, member 

2.  Nilai tukar mata uang asing yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah USD 0,00007 dan USD 0,00007 untuk setiap 1 Rupiah.
3.  Laporan Keuangan selengkapnya dapat dilihat di website http://www.panbrotherstbk.com.
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LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
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USDASET LIABILITAS DAN EKUITAS 2022

USD
2022
USD

2021
USD

2021
USD

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

ASET LANCAR
 Kas dan setara kas 82.251.449 36.112.476
 Piutang usaha
  Pihak berelasi 3.589 8.197
  Pihak ketiga 133.978.491 134.800.493
 Piutang lain-lain
  Pihak berelasi 2.465.205 2.718.981
  Pihak ketiga 9.301.921 10.361.479
 Persediaan 233.397.360 223.613.770

 Beban dibayar di muka 637.342 575.544
 Uang muka 156.912.718 170.561.145

 Jumlah aset lancar 627.439.979 591.495.547
     

ASET TIDAK LANCAR
 Aset hak guna 2.660.992 3.848.380

 Aset tetap 81.563.105 89.779.731
 Goodwill 920.575 1.186.831

 Aset lain-lain 146.256 475.119

 Jumlah aset tidak lancar 97.205.120 105.129.736

JUMLAH ASET 724.645.099 696.625.283

LIABILITAS JANGKA PENDEK
 
 Utang usaha
  Pihak berelasi 61.349 421.487
  Pihak ketiga 9.368.713 57.784.668
 Utang lain-lain
  Pihak berelasi 1.291.067 1.254.141
  Pihak ketiga 1.209.138 5.231.362

 Beban akrual 14.633.411 12.778.993

  tempo dalam waktu satu tahun

  Obligasi - 170.114.076

  Liabilitas sewa 525.983 1.243.610
 Jumlah liabilitas jangka pendek 38.535.487 397.894.120

LIABILITAS JANGKA PANJANG
 

  dalam waktu satu tahun   

   Obligasi 169.523.629 -

   Liabilitas sewa 1.922.956 2.012.631

 Jumlah liabilitas jangka panjang 345.091.193 7.520.029

Jumlah liabilitas 383.626.680 405.414.149

EKUITAS
 Ekuitas yang dapat diatribusikan
  kepada pemilik entitas induk
 Modal saham
  Nilai nominal Rp25 per saham   
  Modal dasar Rp875.000.000.000   
   Per 31 Desember 2022 dan  
   Rp300.000.000.000 per   
   31 Desember 2021  
  Ditempatkan dan disetor penuh   
   6.478.295.611 saham 30.206.632 30.206.632
 Tambahan modal disetor 172.942.586 125.266.024
 Saldo laba
  Ditentukan penggunaannya 1.747.889 1.680.540
  Belum ditentukan penggunaannya 142.227.229 138.611.471
 Penghasilan komprehensif lain (2.548.754) (2.241.495)

 Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan
  kepada pemilik entitas induk  344.575.582   293.523.172 
 Kepentingan non-pengendali  (3.557.163)  (2.312.038)

 Jumlah ekuitas  341.018.419   291.211.134 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  724.645.099   696.625.283 

PENJUALAN 690.043.746 689.444.789
BEBAN POKOK PENJUALAN (608.715.156) (611.964.563)

LABA BRUTO 81.328.590 77.480.226
BEBAN USAHA

Beban umum dan administrasi (25.326.182) (25.528.399)
LABA USAHA 44.791.397 41.372.373
Pendapatan lainnya 1.271.043 2.748.027
Beban keuangan (23.098.987) (18.311.701)
Beban lainnya (16.119.515) (4.721.162)
LABA SEBELUM PAJAK
 PENGHASILAN 6.843.938 21.087.537
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (4.507.559) (5.683.775)
LABA BERSIH 2.336.379 15.403.762
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 LAIN
Pos-pos yang tidak akan

 Pengukuran kembali atas

   (260.266) 321.150

 ke laba rugi

  laporan keuangan dalam valuta
  asing 54.610 (258.944)
   54.610 (258.944)
Laba (rugi) komprehensif lain
 tahun berjalan setelah pajak (205.656) 62.206

JUMLAH PENGHASILAN
 KOMPREHENSIF TAHUN
 BERJALAN 2.130.723 15.465.968

Jumlah laba tahun berjalan yang
 diatribusikan kepada:
 Pemilik entitas induk 3.683.107 16.140.587
 Kepentingan non-pengendali (1.346.728) (736.825)
   2.336.379 15.403.762

Jumlah laba komprehensif yang
 diatribusikan kepada:
 Pemilik entitas induk 3.375.848 16.162.749
 Kepentingan non-pengendali (1.245.125) (696.781)
   2.130.723 15.465.968

Laba per saham 0,0006   0,0025 

Arus kas dari aktivitas operasi:
Penerimaan dari pelanggan 686.620.736 690.442.330
Pembayaran kepada pemasok (537.268.849) (576.600.561)
Pembayaran kepada karyawan (110.089.341) (96.861.337)
Penerimaan bunga 122.088 1.828.190
Pembayaran bunga (20.975.792) (18.245.198)

Penerimaan lainnya 6.257.578 4.180.047
Pembayaran lainnya (2.983.989) (2.695.514)

Kas neto yang diperoleh dari
 (digunakan untuk) aktivitas
 operasi 13.778.748  (3.367.594)
    
Arus kas dari aktivitas investasi:
Penerimaan dari pelepasan
 aset tetap 103.303  2.095.861 
Penambahan aset dalam
 pembangunan (50.966) (814.692)
Perolehan aset tetap (3.057.719) (3.327.101)
Pembayaran uang muka
 pembelian aset tetap - (283.937)

Kas neto yang digunakan untuk
 aktivitas investasi (3.005.382) (2.329.869)
    
Arus kas dari aktivitas
 pendanaan:
Penerimaan tambahan modal
 disetor lainnya 47.676.562  -

Pembayaran atas liablitias sewa (912.969) (1.939.584)
Pembayaran emisi saham (206.751) -
Pembayaran dividen kepada
 kepentingan non-pengendali
 oleh entitas anak - (1.225.325)
Penurunan modal di entitas anak
 dari kepentingan non-pengendali  - (569.816)

Kas neto yang diperoleh dari
 (digunakan  untuk) aktivitas
 pendanaan 36.806.732  (3.734.725)
    
Kenaikan (penurunan) kas
 dan setara kas 47.580.098  (9.432.188)
Pengaruh perubahan kurs
 mata uang asing (1.441.125) (163.538)
    
Kas dan setara kas awal tahun 36.112.476 45.708.202
    
Kas dan setara kas akhir tahun 82.251.449 36.112.476
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Akhirnya 
penyidik Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi (KPK) 
menetapkan 
mantan pejabat 
Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) 
Kementerian 
Keuangan Rafael 
Alun Trisambodo 
sebagai tersangka 
kasus dugaan 

Jakarta, HanTer - “Jadi, 
ada dugaan pidana korup-
sinya telah kami temukan, 
terkait dengan dugaan 
korupsi penerimaan se-
suatu oleh pemeriksa pajak 
pada Ditjen Pajak Kemen-
keu tahun 2011-2023,” ujar 
Kepala Bagian Pemberitaan 
KPK Ali Fikri di Jakarta, 
Kamis (30/3/2023)

Ali menegaskan penyi-
dik KPK telah meningkat-
kan status kasus yang me-
libatkan Rafael ke tahap 
penyidikan dan menemu-
kan ada dua alat bukti du-
gaan korupsi.

“Kami temukan peris-
tiwa pidananya dan dari 
bukti permulaan yang cu-
kup dan kami juga temukan 
pihak yang bisa dipertang-
gungjawabkan secara hu-
kum,” jelas Ali.

ALI FIKRI

EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ

ISTIMEWA

ISTIMEWA

diterima Rafael tersebut, 
tambahnya, ialah dalam 
bentuk uang dan saat ini se-
dang ditelusuri oleh penyi-
dik KPK.

“Bentuknya uang, alo-
kasinya nanti akan didalami 
dalam proses penyidikan, 
yang penting dalam korupsi 
itu kan menerimanya dulu,” 
katanya.

Berawal dari 
Mobil Rubicon

Nama Rafael Alun Tri-
sambodo menjadi perhatian 
publik setelah putranya, 
Mario Dandy Satrio (MDS), 
menjadi tersangka atas ka-
sus penganiayaan terhadap 
Cristalino David Ozora yang 
merupakan anak seorang 
Pengurus Pusat Gerakan 
Pemuda Ansor Jonathan 

Latumahina.
Saat melakukan pen-

ganiayaan tersebut, Mario 
Dandy membawa mobil Ru-
bicon yang kemudian terku-
ak bahwa mobil mewah itu 
menunggak pajak.

Sebagai anak seorang 
pejabat pajak, Mario Dandy 
pun kerap pamer kemewa-
han di media sosial, sehin-
gga berakibat pada sorotan 

masyarakat soal harta ke-
kayaan ayahnya yang menca-
pai sekitar Rp56 miliar.

Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati kemudian 
mencopot Rafael Alun dari 
jabatannya sebagai kepala 
Bagian Umum Kantor Wi-
layah DJP Jakarta Selatan II 
guna mempermudah proses 
pemeriksaan harta kekayaan-
nya. Rafael Alun Trisambodo 
pun dipecat dari statusnya 
sebagai aparatus sipil negara 
(ASN) DJP Kemenkeu.

Inspektur Jenderal Ke-
menkeu Awan Nurmawan 
Nuh mengatakan Menkeu 
Sri Mulyani menyetujui pe-
mecatan Rafael tersebut. 
Pemecatan itu merupakan 
rekomendasi Inspektorat 
Jenderal Kemenkeu usai 
menemukan berbagai bukti 
dalam audit investigasi.

Ia menjelaskan temuan 
bukti yang menyebabkan 
RAT dipecat berasal dari tiga 
tim audit investigasi, yakni 
tim eksaminasi laporan harta 
kekayaan, tim penelusuran 
harta kekayaan yang belum 
dilaporkan, serta tim inves-
tigasi dugaan fraud. 

 Safari

Ali Fikri

Jadi, ada 
dugaan pidana 

korupsinya telah 
kami temukan, 
terkait dengan 
dugaan korupsi 

penerimaan 
sesuatu oleh 

pemeriksa pajak 
pada Ditjen Pajak 
Kemenkeu tahun 

2011-2023

Jakarta, HanTer -  Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menetapkan satu 
orang tersangka baru dan 
langsung ditahan atas 
perannya menyuap man-
tan Bupati Buru Selatan 
Tagop Sudarsono Soulisa 
(TSS) terkait pembangu-
nan proyek infrastruktur 
di Kabupaten Buru Selatan, 
Maluku.

“Tim penyidik menahan 
LST untuk 20 hari perta-
ma terhitung mulai tang-
gal 30 Maret 2023 sampai 
dengan 18 April 2023 di 
Rutan KPK pada Pomdam 
Jaya Guntur,” kata Direk-
tur Penyidikan KPK Asep 
Guntur di Jakarta, Kamis 
(30/3/2023)

KPK sebelumnya telah 
menetapkan tiga tersang-
ka dalam kasus tersebut, 
yakni mantan Bupati Kabu-
paten Buru Selatan Periode 
2011-2016 dan 2016-2021 
Tagop Sudarsono Soulisa 
(TSS), Direktur PT Vidi 
Citra Kencana Ivana Kwel-
ju (IK), dan pihak swasta 
Johny Rynhard Kasman 
(JRK).

Kasus tersebut berawal 
pada 2015, saat itu Peme-

rintah Kabupaten Buru 
Selatan mengumumkan 
adanya paket proyek peker-
jaan infrastruktur di Dinas 
Pekerjaan Umum dengan 
sumber anggaran dari Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Ta-
hun Anggaran 2015, salah 
satu di antaranya Pem-

bangunan Jalan Dalam 
Kota Namrole dengan nilai 
proyek Rp3 miliar.

Kemudian Tagop selaku 
Bupati Buru Selatan Perio-
de 2011-2016 diduga secara 
sepihak memerintahkan 
pejabat di Dinas PU untuk 
langsung menetapkan PT 

VCK milik Ivana Kwelju 
dan Liem Sin Tiong sebagai 
pemenang paket proyek pe-
kerjaan tersebut walaupun 
proses pengadaan belum 
dilaksanakan.

Selanjutnya pada Feb-
ruari 2015 sebelum lelang 
dilaksanakan, Ivana Kwelju 

bersama LST bersepakat 
mengirimkan uang sejum-
lah Rp200 juta sebagai tan-
da jadi untuk TSS melalui 
rekening bank milik JRK 
yang merupakan orang 
kepercayaan TSS dengan 
menuliskan keterangan 
pada slip pengiriman “DAK 

tambahan APBNP bursel”.
Selanjutnya pada se-

kitar bulan Agustus 2015 
dilaksanakan proses le-
lang sebagai formalitas 
dan menyatakan PT VCK 
sebagai pemenang lelang.

Masih pada bulan Agus-
tus 2015, Ivana Kwelju ber-

sama LST langsung menga-
jukan Surat Permohonan 
Pembayaran Uang Muka 
sebesar 20 persen dari nilai 
kontrak sejumlah sekitar 
Rp600 juta dan seketika itu 
dipenuhi PPK sebagaimana 
perintah awal TSS. 

 Zamzam

KPK Tahan Tersangka Penyuap Mantan Bupati Buru Selatan

Jakarta, HanTer - Wa-
kil Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Wa-
menkumham) RI Prof. 
Edward Omar Sharif Hia-
riej mengatakan Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) nasional 
baru berorientasi pada 
hukum pidana modern 
atau tidak menggunakan 
hukum pidana sebagai 
ajang balas dendam.

“KUHP nasional sudah 
berorientasi pada keadilan 
korektif, keadilan restora-
tif dan rehabilitatif,” kata 
Wamenkumham RI Prof. 
Edward Omar Sharif Hia-
riej di Padang, Kamis.

Hal tersebut disampai-
kan Wamenkumham saat 
menyosialisasikan KUHP 
nasional baru di Universi-
tas Negeri Padang (UNP).

Selain tidak lagi bero-
rientasi pada ajang balas 

dendam, Wamenkumham 
juga memaparkan visi 
KUHP terkait reintegrasi 
sosial. Artinya, KUHP yang 
disahkan pada 6 Desember 
2022 masih memberikan 
ruang kepada pelaku keja-
hatan untuk memperbaiki 
diri.

“Orang yang melaku-
kan kesalahan masih dibe-
rikan kesempatan kedua 
untuk bertobat dan tidak 
lagi melakukan tindakan 
pidana,” ujar dia.

Di hadapan civitas aca-
demica UNP, Prof. Eddy 
sapaan akrabnya, menye-
butkan lima misi yang 
diusung KUHP baru. Per-
tama, dekolonisasi atau 
berusaha melepaskan 
dan menghilangkan nu-
ansa kolonial sebagaimana 
yang terdapat di KUHP 
lama. 

 Sammy

KUHP Baru Tak Gunakan 
Hukum sebagai 
Ajang Balas Dendam
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RAFAEL ALUN TERSANGKA 
KASUS GRATIFIKASI
Akhirnya 
penyidik Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi (KPK) 
menetapkan 
mantan pejabat 
Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) 
Kementerian 
Keuangan Rafael 
Alun Trisambodo 
sebagai tersangka 
kasus dugaan 

Jakarta, HanTer - “Jadi, 
ada dugaan pidana korup-
sinya telah kami temukan, 
terkait dengan dugaan 
korupsi penerimaan se-
suatu oleh pemeriksa pajak 
pada Ditjen Pajak Kemen-
keu tahun 2011-2023,” ujar 
Kepala Bagian Pemberitaan 
KPK Ali Fikri di Jakarta, 
Kamis (30/3/2023)

Ali menegaskan penyi-
dik KPK telah meningkat-
kan status kasus yang me-
libatkan Rafael ke tahap 
penyidikan dan menemu-
kan ada dua alat bukti du-
gaan korupsi.

“Kami temukan peris-
tiwa pidananya dan dari 
bukti permulaan yang cu-
kup dan kami juga temukan 
pihak yang bisa dipertang-
gungjawabkan secara hu-
kum,” jelas Ali.

ALI FIKRI

EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ

ISTIMEWA

ISTIMEWA

diterima Rafael tersebut, 
tambahnya, ialah dalam 
bentuk uang dan saat ini se-
dang ditelusuri oleh penyi-
dik KPK.

“Bentuknya uang, alo-
kasinya nanti akan didalami 
dalam proses penyidikan, 
yang penting dalam korupsi 
itu kan menerimanya dulu,” 
katanya.

Berawal dari 
Mobil Rubicon

Nama Rafael Alun Tri-
sambodo menjadi perhatian 
publik setelah putranya, 
Mario Dandy Satrio (MDS), 
menjadi tersangka atas ka-
sus penganiayaan terhadap 
Cristalino David Ozora yang 
merupakan anak seorang 
Pengurus Pusat Gerakan 
Pemuda Ansor Jonathan 

Latumahina.
Saat melakukan pen-

ganiayaan tersebut, Mario 
Dandy membawa mobil Ru-
bicon yang kemudian terku-
ak bahwa mobil mewah itu 
menunggak pajak.

Sebagai anak seorang 
pejabat pajak, Mario Dandy 
pun kerap pamer kemewa-
han di media sosial, sehin-
gga berakibat pada sorotan 

masyarakat soal harta ke-
kayaan ayahnya yang menca-
pai sekitar Rp56 miliar.

Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati kemudian 
mencopot Rafael Alun dari 
jabatannya sebagai kepala 
Bagian Umum Kantor Wi-
layah DJP Jakarta Selatan II 
guna mempermudah proses 
pemeriksaan harta kekayaan-
nya. Rafael Alun Trisambodo 
pun dipecat dari statusnya 
sebagai aparatus sipil negara 
(ASN) DJP Kemenkeu.

Inspektur Jenderal Ke-
menkeu Awan Nurmawan 
Nuh mengatakan Menkeu 
Sri Mulyani menyetujui pe-
mecatan Rafael tersebut. 
Pemecatan itu merupakan 
rekomendasi Inspektorat 
Jenderal Kemenkeu usai 
menemukan berbagai bukti 
dalam audit investigasi.

Ia menjelaskan temuan 
bukti yang menyebabkan 
RAT dipecat berasal dari tiga 
tim audit investigasi, yakni 
tim eksaminasi laporan harta 
kekayaan, tim penelusuran 
harta kekayaan yang belum 
dilaporkan, serta tim inves-
tigasi dugaan fraud. 

 Safari

Ali Fikri

Jadi, ada 
dugaan pidana 

korupsinya telah 
kami temukan, 
terkait dengan 
dugaan korupsi 

penerimaan 
sesuatu oleh 

pemeriksa pajak 
pada Ditjen Pajak 
Kemenkeu tahun 

2011-2023

Jakarta, HanTer -  Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menetapkan satu 
orang tersangka baru dan 
langsung ditahan atas 
perannya menyuap man-
tan Bupati Buru Selatan 
Tagop Sudarsono Soulisa 
(TSS) terkait pembangu-
nan proyek infrastruktur 
di Kabupaten Buru Selatan, 
Maluku.

“Tim penyidik menahan 
LST untuk 20 hari perta-
ma terhitung mulai tang-
gal 30 Maret 2023 sampai 
dengan 18 April 2023 di 
Rutan KPK pada Pomdam 
Jaya Guntur,” kata Direk-
tur Penyidikan KPK Asep 
Guntur di Jakarta, Kamis 
(30/3/2023)

KPK sebelumnya telah 
menetapkan tiga tersang-
ka dalam kasus tersebut, 
yakni mantan Bupati Kabu-
paten Buru Selatan Periode 
2011-2016 dan 2016-2021 
Tagop Sudarsono Soulisa 
(TSS), Direktur PT Vidi 
Citra Kencana Ivana Kwel-
ju (IK), dan pihak swasta 
Johny Rynhard Kasman 
(JRK).

Kasus tersebut berawal 
pada 2015, saat itu Peme-

rintah Kabupaten Buru 
Selatan mengumumkan 
adanya paket proyek peker-
jaan infrastruktur di Dinas 
Pekerjaan Umum dengan 
sumber anggaran dari Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Ta-
hun Anggaran 2015, salah 
satu di antaranya Pem-

bangunan Jalan Dalam 
Kota Namrole dengan nilai 
proyek Rp3 miliar.

Kemudian Tagop selaku 
Bupati Buru Selatan Perio-
de 2011-2016 diduga secara 
sepihak memerintahkan 
pejabat di Dinas PU untuk 
langsung menetapkan PT 

VCK milik Ivana Kwelju 
dan Liem Sin Tiong sebagai 
pemenang paket proyek pe-
kerjaan tersebut walaupun 
proses pengadaan belum 
dilaksanakan.

Selanjutnya pada Feb-
ruari 2015 sebelum lelang 
dilaksanakan, Ivana Kwelju 

bersama LST bersepakat 
mengirimkan uang sejum-
lah Rp200 juta sebagai tan-
da jadi untuk TSS melalui 
rekening bank milik JRK 
yang merupakan orang 
kepercayaan TSS dengan 
menuliskan keterangan 
pada slip pengiriman “DAK 

tambahan APBNP bursel”.
Selanjutnya pada se-

kitar bulan Agustus 2015 
dilaksanakan proses le-
lang sebagai formalitas 
dan menyatakan PT VCK 
sebagai pemenang lelang.

Masih pada bulan Agus-
tus 2015, Ivana Kwelju ber-

sama LST langsung menga-
jukan Surat Permohonan 
Pembayaran Uang Muka 
sebesar 20 persen dari nilai 
kontrak sejumlah sekitar 
Rp600 juta dan seketika itu 
dipenuhi PPK sebagaimana 
perintah awal TSS. 

 Zamzam

KPK Tahan Tersangka Penyuap Mantan Bupati Buru Selatan

Jakarta, HanTer - Wa-
kil Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Wa-
menkumham) RI Prof. 
Edward Omar Sharif Hia-
riej mengatakan Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) nasional 
baru berorientasi pada 
hukum pidana modern 
atau tidak menggunakan 
hukum pidana sebagai 
ajang balas dendam.

“KUHP nasional sudah 
berorientasi pada keadilan 
korektif, keadilan restora-
tif dan rehabilitatif,” kata 
Wamenkumham RI Prof. 
Edward Omar Sharif Hia-
riej di Padang, Kamis.

Hal tersebut disampai-
kan Wamenkumham saat 
menyosialisasikan KUHP 
nasional baru di Universi-
tas Negeri Padang (UNP).

Selain tidak lagi bero-
rientasi pada ajang balas 

dendam, Wamenkumham 
juga memaparkan visi 
KUHP terkait reintegrasi 
sosial. Artinya, KUHP yang 
disahkan pada 6 Desember 
2022 masih memberikan 
ruang kepada pelaku keja-
hatan untuk memperbaiki 
diri.

“Orang yang melaku-
kan kesalahan masih dibe-
rikan kesempatan kedua 
untuk bertobat dan tidak 
lagi melakukan tindakan 
pidana,” ujar dia.

Di hadapan civitas aca-
demica UNP, Prof. Eddy 
sapaan akrabnya, menye-
butkan lima misi yang 
diusung KUHP baru. Per-
tama, dekolonisasi atau 
berusaha melepaskan 
dan menghilangkan nu-
ansa kolonial sebagaimana 
yang terdapat di KUHP 
lama. 

 Sammy

KUHP Baru Tak Gunakan 
Hukum sebagai 
Ajang Balas Dendam
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RAFAEL ALUN TERSANGKA 
KASUS GRATIFIKASI
Akhirnya 
penyidik Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi (KPK) 
menetapkan 
mantan pejabat 
Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) 
Kementerian 
Keuangan Rafael 
Alun Trisambodo 
sebagai tersangka 
kasus dugaan 

Jakarta, HanTer - “Jadi, 
ada dugaan pidana korup-
sinya telah kami temukan, 
terkait dengan dugaan 
korupsi penerimaan se-
suatu oleh pemeriksa pajak 
pada Ditjen Pajak Kemen-
keu tahun 2011-2023,” ujar 
Kepala Bagian Pemberitaan 
KPK Ali Fikri di Jakarta, 
Kamis (30/3/2023)

Ali menegaskan penyi-
dik KPK telah meningkat-
kan status kasus yang me-
libatkan Rafael ke tahap 
penyidikan dan menemu-
kan ada dua alat bukti du-
gaan korupsi.

“Kami temukan peris-
tiwa pidananya dan dari 
bukti permulaan yang cu-
kup dan kami juga temukan 
pihak yang bisa dipertang-
gungjawabkan secara hu-
kum,” jelas Ali.

ALI FIKRI

EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ

ISTIMEWA

ISTIMEWA

diterima Rafael tersebut, 
tambahnya, ialah dalam 
bentuk uang dan saat ini se-
dang ditelusuri oleh penyi-
dik KPK.

“Bentuknya uang, alo-
kasinya nanti akan didalami 
dalam proses penyidikan, 
yang penting dalam korupsi 
itu kan menerimanya dulu,” 
katanya.

Berawal dari 
Mobil Rubicon

Nama Rafael Alun Tri-
sambodo menjadi perhatian 
publik setelah putranya, 
Mario Dandy Satrio (MDS), 
menjadi tersangka atas ka-
sus penganiayaan terhadap 
Cristalino David Ozora yang 
merupakan anak seorang 
Pengurus Pusat Gerakan 
Pemuda Ansor Jonathan 

Latumahina.
Saat melakukan pen-

ganiayaan tersebut, Mario 
Dandy membawa mobil Ru-
bicon yang kemudian terku-
ak bahwa mobil mewah itu 
menunggak pajak.

Sebagai anak seorang 
pejabat pajak, Mario Dandy 
pun kerap pamer kemewa-
han di media sosial, sehin-
gga berakibat pada sorotan 

masyarakat soal harta ke-
kayaan ayahnya yang menca-
pai sekitar Rp56 miliar.

Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati kemudian 
mencopot Rafael Alun dari 
jabatannya sebagai kepala 
Bagian Umum Kantor Wi-
layah DJP Jakarta Selatan II 
guna mempermudah proses 
pemeriksaan harta kekayaan-
nya. Rafael Alun Trisambodo 
pun dipecat dari statusnya 
sebagai aparatus sipil negara 
(ASN) DJP Kemenkeu.

Inspektur Jenderal Ke-
menkeu Awan Nurmawan 
Nuh mengatakan Menkeu 
Sri Mulyani menyetujui pe-
mecatan Rafael tersebut. 
Pemecatan itu merupakan 
rekomendasi Inspektorat 
Jenderal Kemenkeu usai 
menemukan berbagai bukti 
dalam audit investigasi.

Ia menjelaskan temuan 
bukti yang menyebabkan 
RAT dipecat berasal dari tiga 
tim audit investigasi, yakni 
tim eksaminasi laporan harta 
kekayaan, tim penelusuran 
harta kekayaan yang belum 
dilaporkan, serta tim inves-
tigasi dugaan fraud. 

 Safari

Ali Fikri
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dugaan pidana 

korupsinya telah 
kami temukan, 
terkait dengan 
dugaan korupsi 

penerimaan 
sesuatu oleh 

pemeriksa pajak 
pada Ditjen Pajak 
Kemenkeu tahun 

2011-2023

Jakarta, HanTer -  Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menetapkan satu 
orang tersangka baru dan 
langsung ditahan atas 
perannya menyuap man-
tan Bupati Buru Selatan 
Tagop Sudarsono Soulisa 
(TSS) terkait pembangu-
nan proyek infrastruktur 
di Kabupaten Buru Selatan, 
Maluku.

“Tim penyidik menahan 
LST untuk 20 hari perta-
ma terhitung mulai tang-
gal 30 Maret 2023 sampai 
dengan 18 April 2023 di 
Rutan KPK pada Pomdam 
Jaya Guntur,” kata Direk-
tur Penyidikan KPK Asep 
Guntur di Jakarta, Kamis 
(30/3/2023)

KPK sebelumnya telah 
menetapkan tiga tersang-
ka dalam kasus tersebut, 
yakni mantan Bupati Kabu-
paten Buru Selatan Periode 
2011-2016 dan 2016-2021 
Tagop Sudarsono Soulisa 
(TSS), Direktur PT Vidi 
Citra Kencana Ivana Kwel-
ju (IK), dan pihak swasta 
Johny Rynhard Kasman 
(JRK).

Kasus tersebut berawal 
pada 2015, saat itu Peme-

rintah Kabupaten Buru 
Selatan mengumumkan 
adanya paket proyek peker-
jaan infrastruktur di Dinas 
Pekerjaan Umum dengan 
sumber anggaran dari Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Ta-
hun Anggaran 2015, salah 
satu di antaranya Pem-

bangunan Jalan Dalam 
Kota Namrole dengan nilai 
proyek Rp3 miliar.

Kemudian Tagop selaku 
Bupati Buru Selatan Perio-
de 2011-2016 diduga secara 
sepihak memerintahkan 
pejabat di Dinas PU untuk 
langsung menetapkan PT 

VCK milik Ivana Kwelju 
dan Liem Sin Tiong sebagai 
pemenang paket proyek pe-
kerjaan tersebut walaupun 
proses pengadaan belum 
dilaksanakan.

Selanjutnya pada Feb-
ruari 2015 sebelum lelang 
dilaksanakan, Ivana Kwelju 

bersama LST bersepakat 
mengirimkan uang sejum-
lah Rp200 juta sebagai tan-
da jadi untuk TSS melalui 
rekening bank milik JRK 
yang merupakan orang 
kepercayaan TSS dengan 
menuliskan keterangan 
pada slip pengiriman “DAK 

tambahan APBNP bursel”.
Selanjutnya pada se-

kitar bulan Agustus 2015 
dilaksanakan proses le-
lang sebagai formalitas 
dan menyatakan PT VCK 
sebagai pemenang lelang.

Masih pada bulan Agus-
tus 2015, Ivana Kwelju ber-

sama LST langsung menga-
jukan Surat Permohonan 
Pembayaran Uang Muka 
sebesar 20 persen dari nilai 
kontrak sejumlah sekitar 
Rp600 juta dan seketika itu 
dipenuhi PPK sebagaimana 
perintah awal TSS. 

 Zamzam

KPK Tahan Tersangka Penyuap Mantan Bupati Buru Selatan

Jakarta, HanTer - Wa-
kil Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Wa-
menkumham) RI Prof. 
Edward Omar Sharif Hia-
riej mengatakan Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) nasional 
baru berorientasi pada 
hukum pidana modern 
atau tidak menggunakan 
hukum pidana sebagai 
ajang balas dendam.

“KUHP nasional sudah 
berorientasi pada keadilan 
korektif, keadilan restora-
tif dan rehabilitatif,” kata 
Wamenkumham RI Prof. 
Edward Omar Sharif Hia-
riej di Padang, Kamis.

Hal tersebut disampai-
kan Wamenkumham saat 
menyosialisasikan KUHP 
nasional baru di Universi-
tas Negeri Padang (UNP).

Selain tidak lagi bero-
rientasi pada ajang balas 

dendam, Wamenkumham 
juga memaparkan visi 
KUHP terkait reintegrasi 
sosial. Artinya, KUHP yang 
disahkan pada 6 Desember 
2022 masih memberikan 
ruang kepada pelaku keja-
hatan untuk memperbaiki 
diri.

“Orang yang melaku-
kan kesalahan masih dibe-
rikan kesempatan kedua 
untuk bertobat dan tidak 
lagi melakukan tindakan 
pidana,” ujar dia.

Di hadapan civitas aca-
demica UNP, Prof. Eddy 
sapaan akrabnya, menye-
butkan lima misi yang 
diusung KUHP baru. Per-
tama, dekolonisasi atau 
berusaha melepaskan 
dan menghilangkan nu-
ansa kolonial sebagaimana 
yang terdapat di KUHP 
lama. 

 Sammy

KUHP Baru Tak Gunakan 
Hukum sebagai 
Ajang Balas Dendam

Jakarta, HanTer—“Jadi, 
ada dugaan pidana korup-
sinya telah kami temukan, 
terkait dengan dugaan ko-
rupsi penerimaan sesuatu 
oleh pemeriksa pajak pada 
Ditjen Pajak Kemenkeu 
tahun 2011-2023,” ujar Ke-
pala Bagian Pemberitaan 
KPK Ali Fikri di Jakarta, 
Kamis (30/3/2023)

Ali menegaskan penyidik 
KPK telah meningkatkan 
status kasus yang melibatkan 
Rafael ke tahap penyidikan 
dan menemukan ada dua alat 
bukti dugaan korupsi.

“Kami temukan peristiwa 
pidananya dan dari bukti per-
mulaan yang cukup dan kami 
juga temukan pihak yang 
bisa dipertanggungjawabkan 
secara hukum,” jelas Ali. Du-

Rafael tersebut, tambahnya, 
ialah dalam bentuk uang dan 
saat ini sedang ditelusuri oleh 
penyidik KPK.

“Bentuknya uang, aloka-
sinya nanti akan didalami 
dalam proses penyidikan, 
yang penting dalam korupsi 
itu kan menerimanya dulu,” 
katanya. Berawal dari Mobil 
Rubicon

PAMER HARTA BERUJUNG PIDANA

RAFAEL ALUN TERSANGKA KASUS GRATIFIKASI

Nama Rafael Alun Tri-
sambodo menjadi perhatian 
publik setelah putranya, 
Mario Dandy Satrio (MDS), 
menjadi tersangka atas ka-
sus penganiayaan terhadap 
Cristalino David Ozora yang 

merupakan anak seorang 
Pengurus Pusat Gerakan 
Pemuda Ansor Jonathan 
Latumahina.

Saat melakukan peng-
aniayaan tersebut, Mario 
Dandy membawa mobil 
Rubicon yang kemudian ter-
kuak bahwa mobil mewah 
itu menunggak pajak.

Sebagai anak seorang 
pejabat pajak, Mario Dandy 
pun kerap pamer kemewah-
an di media sosial, sehingga 
berakibat pada sorotan ma-
syarakat soal harta kekaya-
an ayahnya yang mencapai 

sekitar Rp56 miliar.
Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati kemu-
dian mencopot Rafael Alun 
dari jabatannya sebagai ke-
pala Bagian Umum Kantor 
Wilayah DJP Jakarta Selat-
an II guna mempermudah 
proses pemeriksaan harta 
kekayaannya. Rafael Alun 
Trisambodo pun dipecat 
dari statusnya sebagai apa-
ratus sipil negara (ASN) DJP 
Kemenkeu.

Inspektur Jenderal Ke-
menkeu Awan Nurmawan 
Nuh mengatakan Menkeu 

Sri Mulyani menyetujui 
pemecatan Rafael tersebut. 
Pemecatan itu merupakan 
rekomendasi Inspektorat 
Jenderal Kemenkeu usai 
menemukan berbagai bukti 
dalam audit investigasi.

Ia menjelaskan temuan 
bukti yang menyebabkan 
RAT dipecat berasal dari tiga 
tim audit investigasi, yakni 
tim eksaminasi laporan harta 
kekayaan, tim penelusuran 
harta kekayaan yang belum 
dilaporkan, serta tim investi-
gasi dugaan fraud. 

 Safari

Akhirnya penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menetapkan mantan 
pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
Kementerian Keuangan Rafael Alun 
Trisambodo sebagai tersangka kasus 

KEPALA Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri

Harian Terbit, Jumat, 31 Maret 2023
7 Kolom x 185 mm BW

Tangerang, 31 Maret 2023
S.E & O

PT Pan Brothers Tbk
Direksi

Catatan:
1.  Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Pan Brothers Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, member 

2.  Nilai tukar mata uang asing yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah USD 0,00007 dan USD 0,00007 untuk setiap 1 Rupiah.
3.  Laporan Keuangan selengkapnya dapat dilihat di website http://www.panbrotherstbk.com.

2021
USD

2021
USD

2022
USD

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2022
USDASET LIABILITAS DAN EKUITAS 2022

USD
2022
USD

2021
USD

2021
USD

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

ASET LANCAR
 Kas dan setara kas 82.251.449 36.112.476
 Piutang usaha
  Pihak berelasi 3.589 8.197
  Pihak ketiga 133.978.491 134.800.493
 Piutang lain-lain
  Pihak berelasi 2.465.205 2.718.981
  Pihak ketiga 9.301.921 10.361.479
 Persediaan 233.397.360 223.613.770

 Beban dibayar di muka 637.342 575.544
 Uang muka 156.912.718 170.561.145

 Jumlah aset lancar 627.439.979 591.495.547
     

ASET TIDAK LANCAR
 Aset hak guna 2.660.992 3.848.380

 Aset tetap 81.563.105 89.779.731
 Goodwill 920.575 1.186.831

 Aset lain-lain 146.256 475.119

 Jumlah aset tidak lancar 97.205.120 105.129.736

JUMLAH ASET 724.645.099 696.625.283

LIABILITAS JANGKA PENDEK
 
 Utang usaha
  Pihak berelasi 61.349 421.487
  Pihak ketiga 9.368.713 57.784.668
 Utang lain-lain
  Pihak berelasi 1.291.067 1.254.141
  Pihak ketiga 1.209.138 5.231.362

 Beban akrual 14.633.411 12.778.993

  tempo dalam waktu satu tahun

  Obligasi - 170.114.076

  Liabilitas sewa 525.983 1.243.610
 Jumlah liabilitas jangka pendek 38.535.487 397.894.120

LIABILITAS JANGKA PANJANG
 

  dalam waktu satu tahun   

   Obligasi 169.523.629 -

   Liabilitas sewa 1.922.956 2.012.631

 Jumlah liabilitas jangka panjang 345.091.193 7.520.029

Jumlah liabilitas 383.626.680 405.414.149

EKUITAS
 Ekuitas yang dapat diatribusikan
  kepada pemilik entitas induk
 Modal saham
  Nilai nominal Rp25 per saham   
  Modal dasar Rp875.000.000.000   
   Per 31 Desember 2022 dan  
   Rp300.000.000.000 per   
   31 Desember 2021  
  Ditempatkan dan disetor penuh   
   6.478.295.611 saham 30.206.632 30.206.632
 Tambahan modal disetor 172.942.586 125.266.024
 Saldo laba
  Ditentukan penggunaannya 1.747.889 1.680.540
  Belum ditentukan penggunaannya 142.227.229 138.611.471
 Penghasilan komprehensif lain (2.548.754) (2.241.495)

 Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan
  kepada pemilik entitas induk  344.575.582   293.523.172 
 Kepentingan non-pengendali  (3.557.163)  (2.312.038)

 Jumlah ekuitas  341.018.419   291.211.134 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  724.645.099   696.625.283 

PENJUALAN 690.043.746 689.444.789
BEBAN POKOK PENJUALAN (608.715.156) (611.964.563)

LABA BRUTO 81.328.590 77.480.226
BEBAN USAHA

Beban umum dan administrasi (25.326.182) (25.528.399)
LABA USAHA 44.791.397 41.372.373
Pendapatan lainnya 1.271.043 2.748.027
Beban keuangan (23.098.987) (18.311.701)
Beban lainnya (16.119.515) (4.721.162)
LABA SEBELUM PAJAK
 PENGHASILAN 6.843.938 21.087.537
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (4.507.559) (5.683.775)
LABA BERSIH 2.336.379 15.403.762
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 LAIN
Pos-pos yang tidak akan

 Pengukuran kembali atas

   (260.266) 321.150

 ke laba rugi

  laporan keuangan dalam valuta
  asing 54.610 (258.944)
   54.610 (258.944)
Laba (rugi) komprehensif lain
 tahun berjalan setelah pajak (205.656) 62.206

JUMLAH PENGHASILAN
 KOMPREHENSIF TAHUN
 BERJALAN 2.130.723 15.465.968

Jumlah laba tahun berjalan yang
 diatribusikan kepada:
 Pemilik entitas induk 3.683.107 16.140.587
 Kepentingan non-pengendali (1.346.728) (736.825)
   2.336.379 15.403.762

Jumlah laba komprehensif yang
 diatribusikan kepada:
 Pemilik entitas induk 3.375.848 16.162.749
 Kepentingan non-pengendali (1.245.125) (696.781)
   2.130.723 15.465.968

Laba per saham 0,0006   0,0025 

Arus kas dari aktivitas operasi:
Penerimaan dari pelanggan 686.620.736 690.442.330
Pembayaran kepada pemasok (537.268.849) (576.600.561)
Pembayaran kepada karyawan (110.089.341) (96.861.337)
Penerimaan bunga 122.088 1.828.190
Pembayaran bunga (20.975.792) (18.245.198)

Penerimaan lainnya 6.257.578 4.180.047
Pembayaran lainnya (2.983.989) (2.695.514)

Kas neto yang diperoleh dari
 (digunakan untuk) aktivitas
 operasi 13.778.748  (3.367.594)
    
Arus kas dari aktivitas investasi:
Penerimaan dari pelepasan
 aset tetap 103.303  2.095.861 
Penambahan aset dalam
 pembangunan (50.966) (814.692)
Perolehan aset tetap (3.057.719) (3.327.101)
Pembayaran uang muka
 pembelian aset tetap - (283.937)

Kas neto yang digunakan untuk
 aktivitas investasi (3.005.382) (2.329.869)
    
Arus kas dari aktivitas
 pendanaan:
Penerimaan tambahan modal
 disetor lainnya 47.676.562  -

Pembayaran atas liablitias sewa (912.969) (1.939.584)
Pembayaran emisi saham (206.751) -
Pembayaran dividen kepada
 kepentingan non-pengendali
 oleh entitas anak - (1.225.325)
Penurunan modal di entitas anak
 dari kepentingan non-pengendali  - (569.816)

Kas neto yang diperoleh dari
 (digunakan  untuk) aktivitas
 pendanaan 36.806.732  (3.734.725)
    
Kenaikan (penurunan) kas
 dan setara kas 47.580.098  (9.432.188)
Pengaruh perubahan kurs
 mata uang asing (1.441.125) (163.538)
    
Kas dan setara kas awal tahun 36.112.476 45.708.202
    
Kas dan setara kas akhir tahun 82.251.449 36.112.476
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